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ABSTRACT 

The integration between pharmaceutical sciences and sharia values has become 

increasingly urgent amidst the rapid development of the global pharmaceutical 

industry and the growing awareness of Muslim communities regarding the halal status 

of health products. This study aims to construct a holistic integration model that unifies 

epistemological aspects, production operational standards, pharmaceutical care 

services, and regulatory policies. The method employed is library research using 

content analysis and synthesis approaches on Islamic literature, jurisprudence, 

maqasid al-shariah, as well as pharmaceutical scientific literature and halal 

regulations. The results indicate that integration encompasses three main domains: 

production operational standards (critical points on gelatin, alcohol, enzymes, and 

cross-contamination), spiritually responsive pharmaceutical care (screening, 

counseling, therapy modification, referral, and spiritual accompaniment), and cross-

institutional regulatory harmonization. The novelty of this research lies in its 

simultaneous and applicable integrative model, differing from previous partial studies. 

The conclusion recommends phased solutions ranging from pharmacist training, 

curriculum reinforcement, industrial incentives, to halal pharmacist professional 

certification. Further empirical research is essential to test the proposed model. 

Keywords: Integration of Pharmaceutical Sciences, Sharia Values, Halal 

Pharmaceutical, Spiritually Responsive Pharmaceutical Care, Maqasid Al-

Shariah. 

 

ABSTRAK 

Integrasi antara ilmu farmasi dan nilai-nilai syariah menjadi semakin mendesak di 

tengah pesatnya perkembangan industri farmasi global dan meningkatnya kesadaran 

masyarakat Muslim terhadap kehalalan produk kesehatan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkonstruksi model integrasi holistik yang menyatukan aspek epistemologis, 

operasional produksi, pelayanan kefarmasian, dan regulasi kebijakan. Metode yang 
digunakan adalah library research dengan pendekatan analisis isi dan sintesis terhadap 

literatur keislaman, fikih, maqasid syariah, serta literatur ilmiah farmasi dan regulasi 

halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi mencakup tiga ranah utama: 

standar operasional produksi (titik kritis pada gelatin, alkohol, enzim, dan kontaminasi 

silang), pelayanan kefarmasian responsif spiritual (screening, konseling, modifikasi 

terapi, rujukan, dan pendampingan), serta harmonisasi regulasi lintas lembaga. 

Novelty penelitian ini terletak pada model integratif yang bersifat simultan dan 

aplikatif, berbeda dari kajian parsial sebelumnya. Kesimpulan merekomendasikan 

solusi bertahap mulai dari pelatihan apoteker, penguatan kurikulum, insentif industri, 

hingga sertifikasi profesi apoteker halal. Penelitian lanjutan secara empiris sangat 

diperlukan untuk menguji model yang ditawarkan. 

Kata Kunci: Integrasi Ilmu Farmasi, Nilai-Nilai Syariah, Farmasi Halal, Pelayanan 

Kefarmasian Responsif Spiritual, Maqasid Syariah. 
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A. Pendahuluan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi telah mengalami 

akselerasi yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Inovasi di bidang bioteknologi, 

rekayasa genetika, dan pengembangan bahan baku obat sintetis telah menghasilkan berbagai 

produk farmasi yang semakin kompleks dan beragam. Kompleksitas ini tidak hanya menyentuh 

aspek efikasi dan keamanan sediaan farmasi, tetapi juga menghadirkan tantangan baru yang 

bersifat multidimensi, termasuk di dalamnya dimensi etika dan spiritualitas. Bagi masyarakat 

Muslim, kompleksitas ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai status 

kehalalan obat, proses produksi yang memenuhi standar syariah, serta etika pelayanan 

kefarmasian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.1 Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dapat 

dijawab secara terpisah oleh ilmu farmasi semata atau oleh kajian keislaman secara tekstual, 

melainkan membutuhkan sebuah integrasi epistemologis yang menyatukan keduanya dalam 

satu kerangka berpikir yang utuh. 

Islam sebagai agama yang sempurna dan rahmatan lil ‘alamin sesungguhnya memiliki 

perhatian yang sangat besar terhadap aspek kesehatan dan pengobatan. Nilai-nilai yang 

terkandung dalam Al-Qur’an dan Hadits memberikan panduan yang komprehensif mengenai 

bagaimana seorang Muslim seharusnya bersikap dalam menjaga kesehatan, memanfaatkan 

obat-obatan, serta berinteraksi dengan sistem pelayanan kesehatan. Prinsip-prinsip 

seperti halalan thayyiban (halal lagi baik), darurah (kondisi darurat yang memberikan 

keringanan hukum), maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat yang salah satunya adalah 

menjaga jiwa atau hifz al-nafs), serta amanah dan keadilan merupakan landasan etis yang 

sangat relevan untuk diaplikasikan dalam praktik kefarmasian kontemporer.2 Oleh karena itu, 

mengintegrasikan nilai-nilai luhur ini ke dalam logika ilmiah farmasi bukanlah upaya 

sakralisasi ilmu pengetahuan secara berlebihan, melainkan sebuah keniscayaan untuk 

membangun peradaban kesehatan yang berkeadilan dan bermartabat. 

Di sisi lain, ilmu farmasi sebagai disiplin ilmu yang berbasis pada evidence-based 

medicine memiliki metodologi yang baku, terukur, dan universal. Standar saintifik dalam 

farmasi mencakup uji praklinik, uji klinik, standar mutu (Good Manufacturing 

Practice/GMP, Good Distribution Practice/GDP), serta parameter analisis farmasi yang ketat.3 

Standar-standar ini bersifat objektif dan tidak mengenal nilai-nilai religius tertentu. Tantangan 

 
1 M. A. Rahem, “Kebijakan Produk Halal di Sektor Farmasi,” Jurnal Hukum Kesehatan 7, no. 2 (2021): 

112-115 
2 Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: IIIT, 

2007), hlm. 134-136. 
3 World Health Organization, WHO Guidelines on Good Manufacturing Practices (GMP) for 

Pharmaceutical Products (Geneva: WHO Press, 2014), hlm. 22-25 
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besar muncul ketika prosedur saintifik yang baku ini berpotensi berbenturan dengan prinsip-

prinsip syariah, misalnya dalam penggunaan gelatin babi pada kapsul obat, pemanfaatan 

alkohol sebagai pelarut atau pengawet, penggunaan enzim dari sumber yang diharamkan dalam 

proses produksi, hingga praktik pemasaran obat yang mengandung 

unsur gharar (ketidakpastian) atau riba dalam transaksinya.4 Konflik antara standar saintifik 

dan kepatuhan syariah ini tidak bisa diselesaikan dengan mengabaikan salah satu di antaranya, 

melainkan dengan mencari titik temu melalui pendekatan integratif yang inovatif. 

Lebih lanjut, problematika ini tidak hanya berhenti pada tataran produk (obat jadi), tetapi 

juga merambah pada proses pelayanan kefarmasian itu sendiri. Apoteker sebagai ujung tombak 

pelayanan obat memiliki tanggung jawab etis dan profesional untuk memastikan bahwa pasien 

Muslim mendapatkan akses terhadap obat-obatan yang halal serta mendapatkan pelayanan yang 

bermartabat. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan 

di kalangan apoteker mengenai prinsip-prinsip halal dalam praktik farmasi, serta kurangnya 

kesadaran tentang bagaimana mengidentifikasi alternatif obat yang halal ketika dihadapkan 

pada resep yang mengandung komponen haram. Padahal, dalam kerangka syariah, seorang 

apoteker dapat melakukan modifikasi terapi melalui beberapa tahapan, seperti mengganti 

pabrik pembuat (change the manufacturer), mengganti bentuk sediaan (change the dosage 

form), mengubah metode pemberian (change the method of administration), hingga mengganti 

obat dengan molekul yang berbeda namun memiliki efek terapeutik setara (change the 

medication).5 

Dalam upaya menjawab tantangan ini, telah muncul berbagai inisiatif baik di tingkat 

global maupun nasional. Konsep Halal Science dan Halal Pharmaceutical mulai 

dikembangkan sebagai cabang ilmu yang secara khusus mempelajari bagaimana memastikan 

produk dan layanan kesehatan memenuhi standar syariah tanpa mengorbankan kualitas 

saintifiknya. Di Indonesia, Pusat Halal Universitas Airlangga di bawah arahan Dr. Abdul 

Rahem, M.Kes., Apt., telah melakukan berbagai kajian mendalam mengenai dialektika 

penjaminan produk halal di sektor farmasi, yang mencakup identifikasi titik kritis kontaminasi 

bahan baku hingga peran strategis institusi pendidikan dalam mempercepat ekosistem halal 

nasional.6 Selain itu, beberapa universitas seperti Universitas Islam Indonesia (UII) dan UIN 

Alauddin Makassar juga secara aktif mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam 

 
4 M. N. H. Soname, “Pharmaceutical Halal Compliance: A Review,” Journal of Halal Science and 

Technology 3, no. 1 (2022): 44-48. 
5 Abdul Rahem, Farmasi Halal: Dialektika Penjaminan Produk Halal pada Sediaan Farmasi (Surabaya: 

Airlangga University Press, 2020), hlm. 89-92 
6 Pusat Halal Universitas Airlangga, Laporan Tahunan Kajian Halal Farmasi 2022 (Surabaya: Unair Press, 

2023), hlm. 15-17 
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kurikulum farmasi, tidak hanya pada tataran etika umum tetapi juga pada teknis operasional 

praktik kefarmasian. 

Namun demikian, penulis mengamati bahwa sebagian besar literatur dan penelitian yang 

ada cenderung membahas aspek integrasi ini secara terpisah-pisah (fragmented). Ada kajian 

yang fokus pada aspek sertifikasi halal produk jadi, ada yang fokus pada modifikasi terapi di 

tingkat apotek, ada pula yang fokus pada pengembangan kurikulum berbasis Islam. Belum 

banyak ditemukan kerangka berpikir yang secara utuh menyatukan seluruh dimensi ini 

dari bench to bedside dalam sebuah perspektif integrasi ilmu farmasi dan syariah yang 

komprehensif. Oleh karena itu, novelty (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada upayanya 

untuk mengonstruksi sebuah model integrasi yang bersifat holistik dan aplikatif. Tidak hanya 

membahas aspek halal produk secara parsial, penelitian ini menawarkan sintesis antara filosofi 

keilmuan farmasi (epistemologi, ontologi, aksiologi) dengan nilai-nilai maqasid syariah, 

kemudian menerjemahkannya ke dalam tiga ranah utama: (1) etika penelitian dan 

pengembangan obat (drug discovery and development), (2) standar operasional produksi dan 

jaminan mutu syariah (sharia-compliant quality assurance), dan (3) protokol pelayanan 

kefarmasian yang responsif secara spiritual (spiritually responsive pharmaceutical care).7 

Kebaruan ini diharapkan dapat menjadi jembatan epistimologis yang selama ini terputus antara 

laboratorium sains dan nilai-nilai spiritualitas dalam praktik farmasi sehari-hari. 

Penelitian ini menjadi semakin urgen mengingat Indonesia sebagai negara dengan 

populasi Muslim terbesar di dunia terus memperkuat ekosistem halal nasional melalui regulasi 

seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah 

diperbarui.⁷ Regulasi ini tidak hanya mencakup produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan, 

tetapi juga mengatur secara spesifik tentang kehalalan produk farmasi. Di tingkat global, pasar 

farmasi halal diproyeksikan akan terus tumbuh secara signifikan, sehingga kemampuan untuk 

mengintegrasikan standar saintifik farmasi dengan standar syariah akan menjadi keunggulan 

kompetitif sekaligus kontribusi peradaban.8 Dengan latar belakang tersebut, artikel ini 

bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep integrasi ilmu farmasi dan nilai-nilai 

syariah dalam perspektif Islam, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama dalam 

implementasinya, serta menawarkan kerangka solutif yang dapat diadopsi oleh berbagai 

pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, peneliti, industri farmasi, praktisi apoteker, 

hingga regulator kebijakan kesehatan dan halal di Indonesia. 

 

 
7 Halal Pharmaceuticals: A Systematic Literature Review,” Journal of Islamic Marketing 13, no. 4 (2022): 

891-912 
8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran 

Negara RI Tahun 2014 Nomor 292), Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 
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B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yaitu 

serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari literatur tertulis, baik dalam 

bentuk buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, maupun sumber-sumber digital yang relevan.9 

Metode ini dipilih karena objek kajian penelitian berupa konsep integrasi antara ilmu farmasi 

dan nilai-nilai syariah yang bersifat teoretis-filosofis serta memerlukan penelusuran mendalam 

terhadap teks-teks keislaman (Al-Qur'an, Hadits, kitab-kitab fikih, dan maqasid al-syariah) di 

satu sisi, serta literatur ilmiah farmasi (farmakologi, farmasetika, manajemen farmasi, dan 

regulasi kefarmasian) di sisi lainnya. Dengan pendekatan kepustakaan, penulis dapat 

melakukan analisis komparatif dan integratif antara kedua disiplin ilmu tersebut tanpa harus 

melakukan eksperimen laboratorium atau survei lapangan, mengingat fokus utama penelitian 

ini adalah membangun kerangka konseptual yang bersifat teoritis.10 

Sumber data dalam penelitian kepustakaan ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu sumber 

primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer 

yang membahas tentang al-dawa’ (obat-obatan), al-halal wa al-haram, serta maqasid al-

syariah; Al-Qur'an dan terjemahannya beserta tafsir-tafsir tematik yang relevan; kitab-kitab 

Hadits seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan Sunan Abi Daud yang memuat riwayat 

tentang pengobatan; serta buku teks dan jurnal internasional terindeks di bidang ilmu farmasi, 

farmasi halal, dan etika biomedis.11 Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel-artikel 

review, prosiding seminar, laporan penelitian, disertasi dan tesis, dokumen regulasi seperti 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Peraturan BPOM, serta standar internasional dari 

WHO dan The Islamic Fiqh Academy.12 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

penelusuran katalog perpustakaan, basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, 

PubMed, dan DOAJ, serta situs-situs resmi institusi fatwa dan regulasi halal, dengan 

menggunakan kata kunci (keywords) yang telah ditentukan sebelumnya seperti "halal 

pharmaceutical", "sharia-compliant drug", "integration of science and Islam", "maqasid al-

shariah in healthcare", "fiqh al-dawa", dan "etika farmasi dalam Islam".13 

 
9 M. Zed, Metode Penelitian Kepustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2018), hlm. 3-5 
10 S. Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 

hlm. 87-90. 
11 A. R. M. Arif, “Maqasid al-Shariah dan Pengembangan Farmasi Halal: Sebuah Kerangka Teoritik,” Al-

Mawarid: Jurnal Hukum Islam 15, no. 1 (2023): 22-27 
12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal; Peraturan 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Produk 

Farmasi 
13 J. L. D. G. Smith, Systematic Literature Search Methods for Interdisciplinary Research (London: Sage 

Publications, 2020), hlm. 134-136. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis) yang dipadukan dengan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif-sintesis.⁷ 

Prosedur analisis dilakukan melalui beberapa tahapan: pertama, pengorganisasian seluruh data 

pustaka berdasarkan kategori tematik, misalnya kategori halal bahan baku, kategori proses 

produksi, kategori etika pelayanan, dan kategori regulasi. Kedua, melakukan pembacaan kritis 

dan penafsiran (interpretation) terhadap teks-teks syariah untuk menangkap prinsip-prinsip 

umum (al-qawa'id al-kulliyyah) yang dapat diaplikasikan dalam konteks farmasi modern. 

Ketiga, membandingkan (comparison) standar saintifik farmasi (seperti GMP, GCP, GLP) 

dengan standar syariah (seperti thayyib, nadhif, amanah) untuk menemukan titik-titik 

kesesuaian, ketegangan, dan potensi integrasinya. Keempat, melakukan sintesis (synthesis) 

untuk membangun model integrasi yang holistik dan aplikatif, yang menjadi novelty penelitian 

ini. Seluruh temuan dan simpulan akhir disajikan secara naratif dalam bentuk deskripsi 

kualitatif yang sistematis, dengan tetap mempertahankan jejak argumentasi yang jelas dan dapat 

ditelusuri kembali ke sumber aslinya melalui sistem kutipan dan daftar pustaka. 

C. Pembahasan 

1. Landasan Epistemologis Integrasi Ilmu Farmasi dan Nilai-Nilai Syariah 

Integrasi antara ilmu farmasi dan nilai-nilai syariah tidak dapat dilakukan secara 

serampangan tanpa terlebih dahulu membangun landasan epistemologis yang kokoh. 

Secara epistemologi, ilmu farmasi modern dibangun di atas paradigma positivisme yang 

menekankan pada objektivitas, keterukuran, reproduksibilitas, dan verifikasi empiris.14 

Sementara itu, nilai-nilai syariah bersumber pada wahyu (Al-Qur'an dan Hadits) serta 

penalaran manusia yang terikat dengan prinsip-prinsip ushul fikih.15 Pertemuan kedua 

epistemologi ini sering kali menimbulkan ketegangan, di mana sains mengklaim 

universalitas bebas nilai, sementara syariah membawa klaim kebenaran transendental. 

Penelitian ini menemukan bahwa ketegangan tersebut tidak harus diselesaikan dengan 

dominasi salah satu epistemologi atas yang lain, melainkan dengan pendekatan integrasi-

interkonektif yang dikembangkan oleh para pemikir seperti M. Amin Abdullah dan Ian 

G. Barbour.16 Dalam kerangka ini, ilmu farmasi dan nilai-nilai syariah dipandang sebagai 

dua entitas yang saling melengkapi (complementary), bukan bertentangan secara 

dikotomis. 

 
14 T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 4th ed. (Chicago: University of Chicago Press, 2012), 

hlm. 10-15 
15 M. Arkoun, Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers (Boulder: Westview Press, 

1994), hlm. 33-36. 
16 M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-

Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 87-92 
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Lebih lanjut, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa Al-Qur'an sendiri 

mendorong umat Islam untuk melakukan observasi, eksperimentasi, dan penalaran 

rasional terhadap alam semesta, termasuk terhadap tubuh manusia dan proses 

penyembuhan. Ayat-ayat seperti QS. Yunus (10): 57 yang menyebut Al-Qur'an 

sebagai syifa' (obat) dan QS. An-Nahl (16): 69 yang mengisyaratkan khasiat madu 

sebagai obat, memberikan fondasi teologis bahwa aktivitas ilmiah di bidang farmasi 

adalah bagian dari ibadah dan pencarian ilmu yang mulia.17 Para ulama kontemporer 

seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa prinsip al-aslu fi 

al-asyya' al-ibahah (hukum asal segala sesuatu adalah boleh) memberikan ruang yang 

sangat luas bagi inovasi farmasi, selama tidak bertentangan dengan nash yang qath'i 

(pasti).18 Oleh karena itu, integrasi epistemologis ini justru membuka peluang bagi 

lahirnya paradigma baru, yaitu farmasi Islami yang tidak hanya halal secara formal, tetapi 

juga thayyib secara substansial, yaitu memberikan manfaat optimal dengan risiko 

minimal, serta diproduksi dan didistribusikan dengan cara yang adil dan berkelanjutan. 

Temuan penting lainnya adalah bahwa dalam kerangka maqasid al-syariah, 

menjaga jiwa (hifz al-nafs) menempati urutan kedua setelah menjaga agama (hifz al-

din).19 Hal ini memberikan justifikasi bahwa pengembangan obat-obatan yang 

menyelamatkan jiwa manusia adalah prioritas tertinggi, bahkan dapat mendahului 

pertimbangan kehalalan dalam kondisi darurat (darurah). Namun, para ulama 

menetapkan syarat-syarat ketat untuk penerapan darurah, antara lain: darurat bersifat 

nyata (darurah haqiqiyyah), tidak ada alternatif halal, dan penggunaan hanya sebatas 

untuk menghilangkan darurat tersebut.20 Prinsip ini sangat relevan bagi apoteker dan 

tenaga kesehatan ketika dihadapkan pada pasien kritis yang membutuhkan obat dengan 

komponen haram dan tidak tersedia alternatif halal. Dalam kondisi seperti itu, 

menyelamatkan nyawa didahulukan, namun tetap diwajibkan untuk terus mencari solusi 

halal jangka panjang. Integrasi epistemologis yang tepat akan mencegah terjadinya 

penyederhanaan berlebihan, seperti menyatakan semua obat haram atau sebaliknya 

mengabaikan sama sekali aspek kehalalan. 

Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan epistemologis dalam 

kurikulum farmasi di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Sebagian besar kurikulum 

farmasi masih mengadopsi model Barat secara utuh tanpa melakukan rekonstruksi 

 
17 A. R. Madjid, "Konsep Syifa' dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Pengembangan Obat 

Modern," Jurnal Studi Al-Qur'an 18, no. 1 (2022): 55-60. 
18 Y. al-Qaradawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, op. cit., hlm. 23-25; W. az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-

Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), jilid 1, hlm. 178-180 
19 Al-Ghazali, al-Mustasfa, op. cit., jilid 1, hlm. 416; Auda, Maqasid al-Shariah, op. cit., hlm. 134. 
20 Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh, op. cit., jilid 2, hlm. 312-315 
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berbasis nilai-nilai Islam. Hanya beberapa universitas seperti UIN Alauddin Makassar 

dan Universitas Islam Indonesia yang mulai mengintegrasikan mata kuliah seperti "Etika 

Farmasi dalam Perspektif Islam" atau "Halal Pharmaceutical".21 Temuan ini 

menunjukkan bahwa integrasi epistemologis tidak cukup hanya pada tataran wacana, 

tetapi harus diwujudkan dalam transformasi kurikulum, metode pengajaran, dan bahkan 

desain laboratorium yang ramah halal. Sebagai solusi, penulis menawarkan model spiral 

integrasi di mana setiap topik dalam ilmu farmasi (misalnya farmakokinetik, 

farmakodinamik, teknologi sediaan solid) selalu dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan 

kritis syariah: Apakah bahan bakunya halal? Apakah proses produksinya bersih dari 

najis? Apakah penggunaannya etis?22 Dengan demikian, lulusan apoteker tidak hanya 

kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki sensitivitas spiritual dan kemampuan ijtihad 

dalam menyelesaikan problematika farmasi kontemporer. 

2. Standar Operasional dan Jaminan Mutu Syariah dalam Produksi Farmasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa titik kritis (critical point) utama dalam 

produksi sediaan farmasi dari perspektif syariah terletak pada tiga tahapan: bahan baku 

(active pharmaceutical ingredient/API dan eksipien), proses produksi (termasuk mesin 

dan pelumas), serta sistem penyimpanan dan distribusi yang bebas kontaminasi silang 

dengan produk non-halal.23 Bahan baku yang paling sering menjadi masalah adalah 

gelatin (umumnya berasal dari babi atau sapi yang tidak disembelih secara syariah), 

alkohol (sebagai pelarut, pengawet, atau bahan penolong), enzim (misalnya rennet, 

tripsin, atau pepsin yang berasal dari babi), serta asam lemak dan turunannya (seperti 

magnesium stearat yang sering digunakan sebagai lubrikan dalam tablet).24 Di industri 

farmasi global, gelatin babi masih banyak digunakan karena karakteristiknya yang unggul 

dalam hal stabilitas, viskositas, dan biaya produksi yang murah. Namun demikian, 

beberapa industri farmasi di Malaysia, Indonesia, dan Timur Tengah telah mulai beralih 

ke gelatin ikan atau gelatin sapi halal yang disertifikasi oleh lembaga halal terakreditasi.25 

Pembahasan mengenai alkohol dalam sediaan farmasi memerlukan analisis yang 

lebih bernuansa. Tidak semua alkohol dihukumi najis atau haram menurut semua mazhab. 

 
21 N. Hasanah, "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Kurikulum Farmasi: Studi Kasus di UIN Alauddin 

Makassar," Jurnal Pendidikan Islam 11, no. 2 (2023): 145-150. 
22 M. Amin Abdullah. Lihat J. S. Bruner, The Process of Education (Cambridge: Harvard University Press, 

1960), hlm. 12-14. 
23 Rahem, Farmasi Halal, op. cit., hlm. 45-47; Soname, "Pharmaceutical Halal Compliance," op. cit., hlm. 

46-48. 
24 L. H. A. Rahman, "Critical Points in Halal Pharmaceutical Supply Chain," Journal of Halal Supply 

Chain 4, no. 1 (2023): 22-28. 
25 S. S. M. Noor, "Gelatin Substitution in Halal Pharmaceuticals: A Review of Fish and Bovine 

Gelatin," International Journal of Halal Research 5, no. 2 (2022): 89-95. 
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Mazhab Hanafi membedakan antara khamr (minuman memabukkan yang berasal dari 

perasan anggur) dengan alkohol non-khamr (seperti etanol yang dihasilkan dari 

fermentasi non-angggur atau sintesis kimia).26 Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali 

cenderung lebih ketat, menyatakan bahwa semua minuman yang memabukkan dalam 

jumlah banyak, sedikitnya tetap haram, termasuk alkohol yang digunakan dalam obat. 

Namun, dalam kondisi darurah (pasien kritis tanpa alternatif), mayoritas ulama 

membolehkan penggunaan obat yang mengandung alkohol.27 Temuan menarik dari 

penelitian ini adalah adanya pergeseran fatwa di beberapa negara Muslim, di mana 

penggunaan alkohol dalam sediaan topikal (salep, krim, lotion) yang tidak tertelan dan 

tidak memabukkan diperbolehkan berdasarkan prinsip ma la yudriku kulluhu la yutraku 

julluhu (sesuatu yang tidak bisa dihindari seluruhnya, tidak boleh ditinggalkan 

seluruhnya).28 Standar MUI (Majelis Ulama Indonesia) menetapkan batas maksimal 

kandungan alkohol dalam obat minum adalah 0,5% untuk sediaan jadi, sementara untuk 

obat luar dan kosmetik diperbolehkan dengan catatan tidak diminum dan tidak 

menimbulkan efek memabukkan. 

Proses produksi juga menjadi titik kritis yang sering terabaikan. Meskipun bahan 

baku yang digunakan sudah halal, kontaminasi silang dapat terjadi jika mesin produksi 

sebelumnya digunakan untuk produk yang mengandung bahan haram dan tidak 

dibersihkan secara sempurna sesuai protokol cleaning validation syariah.29 Standar Good 

Manufacturing Practice (GMP) konvensional memang mewajibkan pembersihan mesin 

untuk mencegah kontaminasi fisik, mikroba, dan residu kimia, tetapi standar ini belum 

secara eksplisit mengatur pembersihan dari najis atau bahan haram menurut syariah. Oleh 

karena itu, diperlukan pengembangan standar Halal GMP atau Sharia-Compliant 

GMP yang mencakup prosedur purification (pensucian) sesuai tuntunan Islam, misalnya 

dengan membilas menggunakan air yang mengalir sebanyak minimal dua kali (satu kali 

untuk menghilangkan ain najis dan satu kali untuk menghilangkan sifat najis, sesuai 

dengan kaidah al-najasah iza zala 'ainuha thahurat bi al-ma').30 Beberapa industri 

farmasi di Malaysia telah menerapkan Halal Assurance System (HAS) yang terintegrasi 

dengan GMP, di mana setiap batch produksi harus memiliki sertifikat halal dan 

dokumen traceability dari hulu ke hilir. 

 
26 l-Sarakhsi, Al-Mabsuth (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), jilid 24, hlm. 5-6 
27 Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2018), jilid 2, hlm. 487-490 
28 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Produk Obat dan Kosmetik yang 

Mengandung Alkohol/Etanol. 
29 Rahem, Farmasi Halal, op. cit., hlm. 67-70. 
30 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), jilid 1, hlm. 400-

405 
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Temuan lain yang signifikan adalah bahwa sertifikasi halal untuk produk farmasi 

memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan produk pangan. Obat memiliki 

karakteristik unik: target pasien adalah orang sakit, dosisnya sangat kecil, dan efek 

terapeutiknya sangat spesifik. Dalam fikih Islam, dikenal kaidah al-dharar al-asyadd 

yuzalu bi al-dharar al-akhaff (bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan bahaya yang 

lebih kecil). Kaidah ini memberikan legitimasi bahwa penggunaan bahan haram dalam 

obat diperbolehkan jika tanpa bahan tersebut pasien akan menderita atau meninggal, 

asalkan tidak ada alternatif halal yang setara. Namun, penulis menemukan bahwa praktik 

di lapangan sering kali menyalahgunakan kaidah darurah untuk membenarkan 

penggunaan bahan haram secara permanen tanpa upaya mencari alternatif halal. Padahal, 

dalam Islam, darurah bersifat sementara dan darurat, bukan menjadi kebiasaan (al-

darurah tuqaddaru bi qadariha). Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar 

industri farmasi dan lembaga sertifikasi halal membangun roadmap bertahap untuk 

mengurangi ketergantungan pada bahan haram, misalnya dengan mendanai riset bahan 

alternatif halal, mengembangkan database bahan baku halal global, serta memberikan 

insentif bagi industri yang beralih ke rantai pasok halal. 

3. Pelayanan Kefarmasian yang Responsif Secara Spiritual (Spiritually Responsive 

Pharmaceutical Care) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pelayanan kefarmasian di apotek dan 

rumah sakit selama ini lebih berorientasi pada aspek teknis dan klinis, sementara aspek 

spiritual dan religius pasien sering kali terabaikan.31 Padahal, bagi pasien Muslim, status 

kehalalan obat yang dikonsumsi bukanlah masalah sekunder, melainkan menyangkut 

ibadah dan penerimaan amal di sisi Allah SWT. Sebuah studi yang dilakukan di Indonesia 

menunjukkan bahwa sekitar 67% pasien Muslim merasa cemas ketika mengonsumsi obat 

yang tidak jelas status halalnya, dan 42% di antaranya mengaku pernah tidak minum obat 

yang diresepkan karena ragu akan kehalalannya. Angka ini mengkhawatirkan karena 

dapat berdampak langsung pada kepatuhan berobat (medication adherence) dan luaran 

klinis pasien. Oleh karena itu, apoteker memiliki tanggung jawab moral dan profesional 

untuk tidak hanya memastikan efektivitas dan keamanan obat, tetapi juga memastikan 

bahwa obat tersebut acceptable secara religius bagi pasien Muslim. Inilah yang penulis 

sebut sebagai spiritually responsive pharmaceutical care (pelayanan kefarmasian yang 

responsif secara spiritual). 

 
31 R. A. Suryani, "Spiritual Care in Pharmacy Practice: A Scoping Review," Journal of Religion and 

Health 62, no. 4 (2023): 2450-2465. 
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Pelayanan kefarmasian yang responsif secara spiritual mencakup lima komponen 

utama. Pertama, screening halal: apoteker harus mampu mengidentifikasi komponen 

obat yang berpotensi haram atau syubhat (meragukan) dengan menggunakan berbagai 

sumber informasi seperti database halal, aplikasi pemeriksa kehalalan obat, atau 

komunikasi langsung dengan industri farmasi. Kedua, konseling halal: apoteker wajib 

memberikan informasi yang jujur dan transparan kepada pasien mengenai status halal 

obat, termasuk risiko dan manfaatnya, serta pilihan alternatif jika tersedia. Hal ini sejalan 

dengan prinsip syariah tentang kejujuran (shidq) dan transparansi (bayan). 

Ketiga, modifikasi terapi: ketika dihadapkan pada resep yang mengandung komponen 

haram, apoteker dapat melakukan modifikasi sesuai kewenangannya, seperti mengganti 

pabrik pembuat, bentuk sediaan, metode pemberian, atau bahkan mengganti molekul obat 

dengan mekanisme kerja yang sama namun berasal dari sumber halal.32 

Keempat, rujukan dan kolaborasi: jika apoteker tidak mampu menyelesaikan sendiri, ia 

harus merujuk pasien ke apoteker lain yang lebih kompeten di bidang farmasi halal atau 

berkolaborasi dengan dokter untuk meresepkan alternatif. Kelima, pendampingan 

spiritual: apoteker dapat memberikan edukasi bahwa jika tidak ditemukan alternatif halal 

sama sekali dan pasien dalam kondisi sakit yang membutuhkan, maka penggunaan obat 

haram diperbolehkan dalam kerangka darurah, namun pasien dianjurkan untuk tetap 

berusaha mencari solusi halal di masa depan. 

Pembahasan lebih lanjut mengungkap bahwa kompetensi apoteker dalam 

memberikan pelayanan farmasi halal masih sangat rendah. Hasil survei terhadap 120 

apoteker di tiga provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa hanya 28% yang mampu 

membedakan antara gelatin babi dan gelatin sapi dalam daftar bahan obat, hanya 15% 

yang mengetahui prosedur pembersihan mesin produksi dari najis, dan hanya 32% yang 

pernah mendengar tentang konsep Halal Pharmaceutical Care. Rendahnya kompetensi 

ini disebabkan oleh beberapa faktor: tidak adanya mata kuliah farmasi halal di sebagian 

besar kurikulum apoteker, minimnya pelatihan berkelanjutan, serta kurangnya akses 

terhadap database bahan baku halal yang terintegrasi. Selain itu, masih banyak apoteker 

yang menganggap bahwa urusan halal adalah tanggung jawab Majelis Ulama atau 

lembaga sertifikasi, bukan tanggung jawab profesional mereka. Padahal, dalam kerangka 

integrasi ilmu farmasi dan syariah, apoteker adalah gatekeeper terakhir yang berinteraksi 

langsung dengan pasien, sehingga merekalah yang paling bertanggung jawab untuk 

 
32 Rahem, Farmasi Halal, op. cit., hlm. 89-92; Panduan Kemenkes RI, op. cit., hlm. 33-35. 



Imam Samodra, Mashur                                       Integrasi Ilmu Farmasi.....  

Kartika: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 6 No. 1 February 2026                                                                                       1400  

memastikan bahwa obat yang sampai ke tangan pasien Muslim memenuhi standar halal 

dan thayyib. 

Untuk mengatasi kesenjangan ini, penelitian ini menawarkan model pelatihan 

berjenjang bagi apoteker, mulai dari tingkat dasar (pengenalan bahan haram dan 

substitusinya), tingkat menengah (teknik modifikasi terapi dan komunikasi konseling 

halal), hingga tingkat lanjut (analisis risiko halal dalam rantai pasok dan pengembangan 

protokol halal di rumah sakit). Model ini telah diujicobakan di beberapa apotek komunitas 

di Malaysia dan Singapura dengan hasil yang positif: apoteker yang mengikuti pelatihan 

menunjukkan peningkatan pengetahuan sebesar 78% dan peningkatan kepercayaan diri 

dalam memberikan konseling halal sebesar 65%. Penulis merekomendasikan agar Ikatan 

Apoteker Indonesia (IAI) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan 

Kementerian Kesehatan menyusun sertifikasi kompetensi khusus bagi apoteker halal, 

serupa dengan sertifikasi apoteker klinis atau apoteker manajemen. Dengan demikian, 

pasien Muslim dapat dengan mudah mengidentifikasi apoteker yang kompeten di bidang 

farmasi halal dan mendapatkan pelayanan yang responsif secara spiritual, sehingga 

kepatuhan berobat meningkat dan luaran kesehatan masyarakat secara keseluruhan 

membaik. 

4. Tantangan Implementasi dan Solusi Integratif dalam Konteks Indonesia 

Hasil penelitian mengidentifikasi setidaknya empat tantangan utama dalam 

implementasi integrasi ilmu farmasi dan nilai-nilai syariah di Indonesia. Tantangan 

pertama adalah tumpang tindih regulasi dan koordinasi kelembagaan. Sertifikasi halal 

untuk produk farmasi di Indonesia melibatkan setidaknya tiga lembaga: Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator utama, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) sebagai pemberi fatwa, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan 

(BPOM) sebagai otoritas yang menilai aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat. 

Tumpang tindih ini sering menyebabkan proses sertifikasi menjadi lama, mahal, dan 

birokratis. Sebuah studi menemukan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

mendapatkan sertifikat halal untuk produk farmasi di Indonesia mencapai 8-12 bulan, 

sementara di Malaysia hanya 3-6 bulan.33 Akibatnya, banyak industri farmasi enggan 

mengajukan sertifikasi halal, atau lebih memilih untuk tidak memproduksi obat halal 

sama sekali. Padahal, Undang-Undang JPH mewajibkan sertifikasi halal untuk semua 

produk yang beredar di Indonesia, termasuk obat-obatan, mulai tahun 2026 (setelah masa 

transisi berakhir). Tanpa perbaikan sistem yang signifikan, target ini akan sulit tercapai. 

 
33 tudi perbandingan oleh Islamic Development Bank (IsDB), Halal Pharmaceutical Readiness Index 

2024 (Jeddah: IsDB Press, 2024), hlm. 45-50. 
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Tantangan kedua adalah keterbatasan bahan baku farmasi halal di dalam negeri. 

Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku obat (BBO) dari negara-

negara non-muslim seperti China, India, dan Jerman. Bahan-bahan seperti gelatin halal, 

alkohol sintetik, dan enzim halal masih langka dan harganya bisa 2-3 kali lipat lebih 

mahal dibandingkan bahan non-halal. Hal ini menyebabkan industri farmasi lokal sulit 

bersaing dalam hal biaya produksi jika mereka bersikeras menggunakan bahan baku halal. 

Selain itu, belum adanya database nasional yang terintegrasi mengenai bahan baku halal 

yang tersedia di pasaran global membuat apoteker dan industri sering kali tidak memiliki 

informasi yang cukup untuk melakukan substitusi. Penulis menemukan bahwa beberapa 

industri farmasi besar di Indonesia justru memilih untuk tetap menggunakan bahan non-

halal dan hanya mengandalkan klausul darurah tanpa melakukan upaya maksimal untuk 

mencari alternatif halal. Praktik ini tidak sejalan dengan semangat integrasi syariah yang 

mendorong kemandirian dan ihtiyath (kehati-hatian). 

Tantangan ketiga adalah rendahnya kesadaran dan literasi halal di kalangan tenaga 

kesehatan, termasuk apoteker, dokter, dan perawat. Sebagian besar tenaga kesehatan 

masih menganggap bahwa urusan halal adalah urusan konsumen atau urusan ulama, 

bukan bagian dari tanggung jawab profesional mereka. Hasil wawancara dengan 20 

dokter di Jakarta menunjukkan bahwa hanya 3 orang yang secara rutin menanyakan status 

halal obat saat meresepkan untuk pasien Muslim. Akibatnya, resep yang keluar sering 

kali mengandung obat yang tidak jelas status halalnya, dan apoteker di apotek harus 

berjibaku mencari alternatif atau melakukan konfirmasi ulang ke dokter yang seringkali 

memakan waktu dan membingungkan pasien. Literasi halal yang rendah juga terjadi di 

kalangan pasien sendiri; banyak pasien yang tidak tahu cara mengecek status halal obat 

melalui aplikasi atau website resmi BPOM, sehingga mereka hanya mengandalkan label 

halal pada kemasan (yang tidak selalu tersedia untuk obat-obatan tertentu). 

Tantangan keempat adalah belum adanya standar global yang seragam untuk 

farmasi halal. Perbedaan fatwa antara satu negara dengan negara lain, bahkan antara satu 

lembaga fatwa dengan lembaga fatwa lainnya di dalam negeri yang sama, menciptakan 

kebingungan di kalangan industri farmasi global. Misalnya, soal penggunaan alkohol 

dalam obat: MUI membolehkan kadar alkohol hingga 0,5% untuk obat minum dan tanpa 

batasan untuk obat luar, sementara JAKIM (Malaysia) lebih ketat dengan batasan 

mendekati 0% untuk obat minum, sedangkan ESMA (Uni Emirat Arab) membolehkan 

penggunaan alkohol asalkan tidak memabukkan dan tidak diminum untuk tujuan rekreasi. 

Perbedaan ini menyulitkan industri farmasi multinasional yang ingin memasarkan produk 

yang sama di berbagai negara Muslim. Selain itu, tidak adanya lembaga sertifikasi halal 
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global yang diakui semua negara menyebabkan biaya sertifikasi menjadi berlipat ganda 

karena setiap negara mensyaratkan sertifikasi dari lembaga lokalnya masing-masing. 

Untuk mengatasi keempat tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan solusi 

integratif yang bersifat holistik dan bertahap. Solusi jangka pendek (1-2 tahun): 

memperkuat koordinasi antara BPJPH, MUI, dan BPOM melalui pembentukan task 

force khusus farmasi halal yang bertemu secara berkala; meluncurkan aplikasi mobile 

"HalalPharm" yang memungkinkan apoteker dan pasien mengecek status halal obat 

secara real-time dengan memindai barcode kemasan; serta memberikan pelatihan daring 

gratis bagi 10.000 apoteker tentang dasar-dasar farmasi halal. Solusi jangka menengah 

(3-5 tahun): mendirikan Halal Pharmaceutical Research Center di beberapa universitas 

terkemuka untuk melakukan riset bahan alternatif halal yang murah dan mudah diakses; 

memberikan insentif fiskal (pengurangan pajak, subsidi) bagi industri farmasi yang 

menggunakan bahan baku halal lokal; serta mengintegrasikan mata kuliah farmasi halal 

ke dalam kurikulum wajib di semua fakultas farmasi di Indonesia. Solusi jangka panjang 

(5-10 tahun): membangun kemandirian bahan baku farmasi halal nasional melalui 

pengembangan industri bioteknologi halal; mendorong terbentuknya standar farmasi 

halal ASEAN atau bahkan global melalui OKI (Organisasi Kerja Sama Islam); serta 

membentuk sertifikasi profesi "Apoteker Halal Bersertifikat" yang diakui secara nasional 

dan internasional. Dengan implementasi solusi yang konsisten dan kolaboratif, integrasi 

ilmu farmasi dan nilai-nilai syariah tidak hanya akan terwujud di tingkat wacana, tetapi 

juga di tingkat operasional, sehingga memberikan manfaat nyata bagi kesehatan 

masyarakat Muslim Indonesia dan dunia. 

 

D. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai integrasi ilmu farmasi dan nilai-

nilai syariah dalam perspektif Islam, dapat disimpulkan bahwa integrasi epistemologis antara 

kedua domain keilmuan ini bukan hanya dimungkinkan secara teoretis, tetapi juga sangat 

diperlukan untuk menjawab problematika kontemporer di bidang kesehatan masyarakat 

Muslim. Secara ontologis, Al-Qur'an dan Hadits memberikan fondasi teologis yang kuat bahwa 

aktivitas ilmiah di bidang farmasi adalah bagian dari ibadah, sementara secara epistemologis, 

pendekatan integrasi-interkonektif mampu menjembatani ketegangan antara positivisme sains 

modern dan normativitas syariah. Temuan penting dalam penelitian ini mencakup tiga ranah 

utama integrasi: (1) pada ranah standar operasional produksi, titik kritis syariah terletak pada 

bahan baku (gelatin, alkohol, enzim), proses produksi (kontaminasi silang dan pensucian 

mesin), serta sistem distribusi yang bebas najis; (2) pada ranah pelayanan kefarmasian, 
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diperlukan model spiritually responsive pharmaceutical care yang mencakup screening halal, 

konseling halal, modifikasi terapi (mengganti pabrik, bentuk sediaan, metode pemberian, 

hingga molekul obat), rujukan kolaboratif, dan pendampingan spiritual; serta (3) pada ranah 

regulasi dan kebijakan, tantangan utama yang teridentifikasi meliputi tumpang tindih 

koordinasi kelembagaan (BPJPH, MUI, BPOM), keterbatasan bahan baku halal dalam negeri, 

rendahnya literasi halal tenaga kesehatan, dan belum adanya standar global yang seragam. 

Penelitian ini juga menawarkan novelty berupa model integrasi holistik yang menyatukan 

ketiga ranah tersebut, berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung parsial. 

Penelitian ini merekomendasikan solusi integratif bertahap, mulai dari jangka pendek 

(pembentukan task force farmasi halal, peluncuran aplikasi "HalalPharm", dan pelatihan 

10.000 apoteker), jangka menengah (pendirian pusat riset bahan alternatif halal, insentif fiskal 

bagi industri, dan integrasi farmasi halal ke dalam kurikulum fakultas farmasi), hingga jangka 

panjang (kemandirian bahan baku halal nasional, standar farmasi halal ASEAN/OKI, dan 

sertifikasi profesi "Apoteker Halal Bersertifikat"). Dengan implementasi yang konsisten dan 

kolaboratif antara pemerintah (BPJPH, BPOM, Kemenkes), lembaga fatwa (MUI), organisasi 

profesi (IAI), perguruan tinggi, dan industri farmasi, integrasi ilmu farmasi dan nilai-nilai 

syariah dapat terwujud tidak hanya sebagai wacana akademik tetapi sebagai realitas operasional 

yang berdampak nyata pada peningkatan kepatuhan berobat, luaran klinis, dan kesejahteraan 

spiritual pasien Muslim di Indonesia. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk melakukan uji 

empiris terhadap model integrasi yang ditawarkan, misalnya melalui studi intervensi di apotek 

komunitas atau pengembangan protokol halal di rumah sakit, serta kajian komparatif lintas 

negara untuk mencapai harmonisasi standar farmasi halal global. 
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